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ABSTRAK
Nama : Syamsul Rijal
NIM : 10500112081
Judul : Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara
Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No.82/PDT.G/
2014/PN.Mks dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS)
Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan bahwa perbuatan yang
dilakukan oleh tergugat yang membatalkan perkawinan merupakan
wanprestasi/cedera janji, hakim dalam memutus perkara ini berdasar pada Pasal
1320 KUH Perdata. Mengenai tuntutan kerugian secara inmateril Pengadilan
Negeri Makassar berpendapat bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh
Tergugat yang mengakibatkan penggugat merasa malu karena penggugat adalah
seorang dokter dan dikenal oleh banyak masyarakat serta merupakan keturunan
bangsawan di Tanah Toraja. Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi
Selatan berpendapat bahwa tuntutan kerugian secara inmateril tidak dapat
dikabulkan dalam konteks wanprestasi karena ganti kerugian dalam wanprestasi
hanya meliputi biaya, kerugian dan bunga. Tuntutan kerugian secara inmateril
hanya dapat dikabulkan dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum
Implikasi dari penelitian adalah bahwa Putusan Pengadilan Negeri
Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang mendasarkan pada
wanprestasi itu tidak benar. Seharusnya hakim mendasarkan pada pasal 1365
KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum karena tidak terpenuhinya janji
kawin tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat.
Tidak terpenuhinya janji kawin dalam Putusan Mahkamah Agung nomor
3277/K/Pdt/2000 yang berpatokan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
3191 K/Pdt/1987 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum, hal ini
dilandasi penemuan hukum oleh hakim ketika janji kawin  belum diatur oleh
undang-undang melalui Yurisprudensi yang berlandaskan pada Arrest Hoge Raad
1919 tentang perbuatan melawan hukum.
1BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap manusia sebagai individu memerlukan individu yang lain. Tidak
seorangpun manusia di muka bumi dapat hidup sendiri dan menyendiri tanpa
komunikasi dengan sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang
memiliki hakekat sosialitas (kebersamaan) berupa kecenderungan untuk berada
bersama pada satu tempat dan waktu yang sama dengan saling berinteraksi.
Kecenderungan inilah yang mendorong manusia hidup berkelompok yang disebut
masyarakat.1
Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “a union of
families”, atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-
keluarga. Keluarga inti dari masyarakat, dimana setiap keluarga dapat
menganggap dirinya adalah sentral dari seluruh masyarakat yang disebut tetangga
untuk yang terdekat, kampung, daerah, Negara, dan seterusnya dunia.2 Adapun,
pengertian keluarga itu sendiri adalah suatu kelompok dari orang-orang yang
disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi; merupakan susunan
rumah tangga sendiri; berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang
menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami isteri, ayah dan ibu, putra dan
putri, saudara laki-laki dan perempuan; dan merupakan pemeliharaan kebudayaan
1 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press 2000), h. 4.
2 Khairuddin, H.SS, Sosiologi Keluarga, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 26.
2bersama.3
Dalam kehidupan sosial, tentu saja keluarga tidak terlepas dari kondisi-
kondisi yang ada dalam masyarakat tersebut, baik norma-norma maupun nilai-
nilai yang berlaku. Karena pada dasarnya norma dan nilai yang ada dalam
masyarakat akan berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang akan dijalani oleh
keluarga. Dan jelas, nilai dan norma yang berlaku bersifat kolektif dan mengikat,
sehingga keluarga harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku
tersebut. Misalnya, aturan dimana sebelum terbentuknya keluarga, harus
dilakukan prosesi perkawinan terlebih dahulu, perkawinan dimana keluarga yang
hendak meneyelengarakan perkawinan bagi anggota keluarganya, haruslah
melaksanakan sesuai dengan adat istiadat, hukum yang berlaku, dan kebiasaan
masyarakatnya.
Perwujudan mengenai hal di atas di Indonesia dapat kita lihat dengan
adanya Hukum Perkawinan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni Undang-
Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang
melahirkan keluarga sabagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita
sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.
Tujuan perkawinan itu sendiri sangat baik, sesuai yang terdapat dalam
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu agar
3dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Perkawinan merupakan salah satu dimensi
kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu
ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria
dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.
Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama,
tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara mengatur secara tegas dan
rinci mengenai perkawinan yang berlaku di masyarakat.
Pertunangan merupakan suatu perbuatan permulaan sebelum
dilangsungkannya suatu perkawinan. Pertunangan timbul setelah ada persetujuan
antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan untuk mengadakan perkawinan.
Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah lebih dahulu melakukan
lamaran yaitu permintaan atau pertimbangan yang dikemukakan oleh pihak laki-
laki kepada pihak perempuan.4 Pertunangan secara perbuatan dapat dikatakan
telah mengikat kedua belah pihak hal ini disertai dengan adanya penyerahan tanda
pengikat. Dimana dalam hal ini, telah dicapainya suatu kesepakatan antara kedua
belah pihak untuk saling mengikatkan kedua pihak (laki-laki dan perempuan)
untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu perkawinan.
Dalam KUHPerdata pertunangan tidak diatur secara jelas, hanya mengatur
mengenai janji kawin yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdata, yang
menyebutkan bahwa:
4 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung
Agung, 1987), h.124.
4“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim
akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian
biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya;
segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.”
“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin,
maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut
penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang
nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya,
disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh
diperhitungkannya soal kehilangan untung”.
“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung
mulai pengumuman kawin”.
Dari penjabaran Pasal 58 KUHPerdata di atas, dapat dirumuskan tiga hal.
Pertama, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim
untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk
menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji
itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika
pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi
dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi
tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.5
Istilah pertunangan tidak dikenal dalam Hukum Islam, melainkan istilah
khitbah yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai sinonim dengan
peminangan, yang berasal dari kata “pinang” atau “meminang” (kata kerja)6 atau
bersinonim juga dengan melamar. Peminangan atau khitbah dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki
5 Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-
jika-calon-suami-membatalkan- perkawinan-secara-sepihak Di akses  pada tanggal 20 Januari
2017 jam 21:00
6 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat,( Jakarta: Kencana, 2006), h. 73.
5dan perempuan yang tidak hanya dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari
pasangan jodoh, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat
dipercaya. Dalam pelaksanaan khitbah biasanya masing-masing pihak saling
menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuan tidak lain untuk
menghindari terjadinya kesalapahaman di antara kedua belah pihak.7
Adapun Dasar Alquran dalam surah Al-baqarah ayat 235:
                
             
               
        
Terjemahnya:
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam
hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam
pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf
dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis
'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam
hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun”.
Pertunangan sebagai perbuatan yang direncanakan memang tidak di dapat
dipungkiri dapat dilakukan pembatalan atas perbuatan tersebut. Hukum positif
Indonesia khusunya dalam hukum perkawinan mengatur mengenai pembatalan
pertunangan walaupun tidak secara rinci. Pertunangan dapat dibatalkan karena
pertistiwa tersebut belum menimbulkan akibat hukum sehingga para pihak bebas
7 Dahlan Idhamy, Azas-asas Fiqih Munakahat, (Surabaya: , AL-Ikhlas 1984), h. 15.
6memutuskan hubungan pertunangan (Pasal 13 KHI). Akibat dari pembatalan
pertunangan yang dilakukan adalah berupa ganti rugi dan pensucian nama baik
antara kedua belah pihak.
Penulis dalam hal ini mengambil sebuah kasus mengenai pembatalan
perkawinan yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Seletan. Kasus ini telah
diajukan ke pengadilan Negeri Makassar. Bahwa dalam hal ini telah terjadi
pembatalan perkawinan antara Lyaniza Meliza Buntu (selanjutnya disebut
penggugat) dengan Daud Suryaningrat Tarupadang dan Calving Useng
Tarupadang (selanjutnya disebut tergugat I dan tergugat II). Pembatalan
perkawinan dilakukan sepihak oleh Tergugat dengan alasan ingin memperbaiki
hubungan kedua orang tua terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kerugian
materil dan immaterilyang diderita oleh penggugat, terdiri dari biaya-biaya yang
dikeluarkan oleh orang tua penggugat sebesar Rp. 92.054.000, sedangkan
kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000, karena penggugat telah
dipermalukan. Penggugat mendapat respon yang negatif dari pergaulan sosial,
pengguat tiak tentraam bahkan mengalami tekanan secara psikis.
Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengungkap permasalahan mengenai ganti rugi. Dalam hal ini penulis mengambil
judul Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Perdata di
Pengadilan (Studi Kasus Putusan No.82/PDT.G/2014/PN.Mks dan Putusan
No.146/PDT/2015/PT.MKS )
7B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah
yang adalah sebagai berikut;
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi
akibat batalnya perkawinan dalam Putusan Nomor:
82/PDT.G/2014/PN.MKS dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam menentukan besarnya kerugian
akibat batalnya perkawinan dalam Putusan Nomor:
82/PDT.G/2014/PN.MKS dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS ?
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus
Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara
Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan NO.82/PDT.G/ 2014/PN.Mks dan
Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS )”. Untuk memberikan arah yang tepat
terhadap masalah yang dibahas, maka akan diuraikan pengertian kata-kata yang
berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:
1. Analisis Hukum
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan
Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai Analisis adalah
penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk
mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan
sebagainya)8. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem
hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsure-
8 Aji Reno http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22091/4/Chapter%20II.pdf.
Pengertian Analisis. Diunggah pada Februari 2011. Di unduh pada tanggal 05 November 2016
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8unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiba hukum, hak, hubungan
hukum, badan hukum, tanggunggugat, dsb).
2. Wanprestasi
Ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang
harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa
Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan
pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.9
3. Ganti Rugi
Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih
menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan,
yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak
debitur melakukan wanprestasi.
4. Perkawinan
Merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan
dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada
suaminya.10
5. Perdata
Segala sengketa yang masuk di Pengadilan Negeri yang berupa sengketa
keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan
berbagai jenis perkara perdata lainnya.
9 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: W.v.Hoeve 1953), h.
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10 Maramis, W.F. & Yuwana, T.A, Dinamika Perkawinan Masa Kini, (Malang: Diana,
1990), h. 9.
9D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang
mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari
beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli.
Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang tuntutan ganti
rugi di pengadilan adalah sebagai berikut:
Skripsi yang berjudul “Gugat Ganti Rugi Akibat Pembatalan Janji
Kawin”.11 Skripsi membahas tentang bagaimana penerapan hukum hakim dalam
pembatalan janji kawin. Penulis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ganti
rugi akibat pembatalan janji kawin tidak dapat dikabulkan baik dalam wanprestasi
maupun perbuatan melawan hukum, sebeb pembatalan janji kawin itu melanggar
undang-undang tentang ketentuan batas umur seorang wanita boleh kawin yang
berarti tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian.
Artikel ilmiah yang berjudul “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim
Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai “Perbuatan Melawan Hukum” Dan
Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah
Agung No. 68K/Pdt/2009)”12. Artikel ini lebih memaparkan gambaran umum
tentang pertimbangan hakim mengenai perbatalan pertunangan sebagai perbuatan
melawan hukum dan wanprestasi. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa
11 Leily Fini Lestari, “Gugatan Ganti Rugi Akibat Pembatalan Janji Kawin”, skripsi
(Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1994).
12 Kania Galuh Savitri, “Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim  Mengenai Pembatalan
Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif
Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 68K/Pdt/2009)”, Artikel Ilmiah (Malang:
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015).
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dasar pertimbangan hakim dalam memutus Pembatalan pertunangan sebagai
Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi telah sesuai menurut KUHPerdata
karena tidak terpenuhinya janji kawin tersebut telah melanggar norma kesusilaan
dan kepatutan di dalam masyarakat, dimana hal ini telah memenuhi unsur
Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas. Pembatalan pertunangan dikatakan
sebagai Pembatalan Melawan Hukum pertama kali diputuskan dalam putusan MA
No. 3191K/Pdt/1984. Sedang, dikatakan wanprestasi karena karena salah satu
pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi yaitu janji untuk
mengawini. Wanprestasi didasarkan pada suatu perjanjian kedua belah pihak,
sehingga dengan tidak terpenuhinya prestasi dapat dikatakan perbuatan tersebut
sebagai wanprestasi yang dapat dituntut ganti rugi.
Buku yang berjudul Pokok-pokok Perikatan yang ditulis oleh R Setiawan.
Dalam buku ini menjelaskan mengenai dasar hukum perikatan sebagai pengantar
untuk mengetahui lebih dalam mengenai hukum perikatan. Sedangkan dalam
skripsi ini membahas pada persoalan ganti rugi akibat wanprestasi.
Buku yang berjudul Hukum Perikatan, Perikatan Yang lahir Dari
Perjanjian yang ditulis oleh Marilang. Buku ini lebih menguraikan secara
sistematis mengenai perikatan dan membahan mengenai perjanjian. Dalam skripsi
ini membahas mengenai timbulnya wansprestasi dari suatu perjanjian.
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan
yang ingin dicapai sebagai berikut;
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a. Untuk Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan
gugatan ganti rugi akibat batalnya perkawinan dalam Putusan
Nomor:82/PDT.G/2014/PN.Mks dan Putusan No.146/PDT/
2015/PT.MKS ?
b. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim dalam menentukan
besarnya kerugian akibat batalnya perkawinan  dalam Putusan Nomor:
82/PDT.G/2014/PN.MKS dan Putusan No.146/PDT/2015/PT.MKS?
2. Kegunaan penelitian
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
mengenai hukum perdata yang lebih khususnya tentang ganti rugi dalam
wanprestasi akibat pembatalan janji kawin.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau
referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan
melakukan penelitian lanjutan terhadap analisis hukum mengenai
gugatan ganti rugi dalam kasus perdata.
c. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah
terulangnya peristiwa yang serupa.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Perjanjian
1. Pengertian Perjanjian
Hukum Perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa belanda,
yaitu istilah Verbintenis dan Overeenkomst diatur dalam Buku III KUHPerdata.
Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam pasal 1313 yang menyatakan
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam menerjemahkan
istilah Verbintenis dan Overeenkomst dalam bahasa Indonesia mempunyai arti
yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari para
sarjana hukum.1
Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat
beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah:
a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut
Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada
seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.2
b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah
suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang
yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau
menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta
1 R. Subekti, Aspek- Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni, 1986), h.. 3.
2 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), h. 1.
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kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi.
Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan
dalam arti luas.3
c. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah
hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat
untuk menimbulkan akibat hukum.4
Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa di dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua pihak,
dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat
hukum tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perikatan oleh Buku Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum antara dua orang
atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut “kreditur” atau si berpiutang,
sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut “debitur” atau si
berutang.
Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan dengan “prestasi”,
yang menurut undang-undang dapat berupa :
1. Menyerahkan suatu barang
2. Melakukan suatu perbuatan
3. Tidak melakukan suatu perbuatan
Pengertian perjanjian terdapat batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH
Perdata yang berbunyi :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), h. 6.
4 RM. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ), (Yogyakarta:
Liberty, 1988), h. 97.
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Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya
berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan
perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang
lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-
kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci :5
1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja.
Di sini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata
“mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu
pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari
perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak
kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan “saling
mengikatkan diri”. Jadi jelas Nampak adanya konsensus/ kesepakatan
antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
2. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus atau kesepakatan.
Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:
a. melaksanakan tugas tanpa kuasa
b. perbuatan melawan hukum
3. Pengertian perjanjian terlalu luas.
Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian
perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin.
Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga,
5 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1992,
h. 78.
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yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedang yang dimaksudkan
perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur
dan kreditur. Di mana hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam
lapangan harta kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksud
perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.
4. Tanpa menyebut tujuan.
Dalam perumusan Pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk
mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu
tidaklah jelas maksudnya untuk apa.
Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam asal 1313 KUH
Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak
lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya
tercakup pula perwakilan sukarela (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatigedaad). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau
mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut
yaitu menjadi :6
1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan
subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang
sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.
2. Menambahkan perkataan “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam
Pasal 1313 KUH Perdata
6 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikata, (Bandung: , Putra A. Bardin, 1999), h. 49.
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Atas dasar alasan-alasan tersebut yang dikemukakan di atas, maka perlu
dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Sehingga dapat
mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu adalah “Suatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam
suatu perjanjian itu terkandung adanya beberapa unsur, yaitu :7
1. Essentialia
Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian sah (merupakan syarat sahnya
perjanjian).
2. Naturialia
Yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian
secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena
sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian.
3. Accidentalia.
Yakni unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian.
2. Asas-Asas Perjanjian
Asas-asas hukum bukanlah suatu peraturan yang konkret, melainkan
merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang merupakan latar belakang
dalam pembentukan hukum positif, maka asas hukum merupakan dasar atau
petunjuk pembentukan hukum positif. Oleh karena itu asas hukum bersifat umum
dan abstrak.
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar ), Op.cit, h. 98.
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Hukum perjanjian mengenal beberapa asas hukum yang berkaitan dengan
lahirnya suatu perjanjian, isi perjanjian, pelaksanaan dan akibat perjanjian, yang
merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan dari perjanjian.
Di dalam perjanjian dikenal beberapa jenis asas-asas hukum yang
merupakan asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap yang terlibat di
dalamnya, antara lain :
1. Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338
ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi :
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dari perkataan ‘semua’ dapat ditafsirkan, bahwa masyarakat diberikan
kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa
saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dan perjanjian
itu mengikat para pihak yang membuat seperti mengikatnya suatu undang-
undang, seperti halnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUH
Perdata. Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari
beberapa hal yaitu:
a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
b. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja
c. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan
e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu
akan tunduk.
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2. Asas Konsensualisme (concensualism)
Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata
konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini
berarti bahwa pada asasnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya
konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak
yang melakukan perjanjian.
Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320
KUH Perdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”,
artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan
perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik
tercapainya kesepakatan. Asas konsensualisme mempunyai arti yang
terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan
dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut,
dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya
consensus.
8
3. Asas Kekuatan Mengikat Hukum (pacta sunt servanda)
Asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda berarti bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi para
pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari adanya
suatu perjanjian. Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan
(2) KUH Perdata.
8 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Op.cit., hal. 5.
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Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara
yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,
yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang
juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Tujuannya
tentu saja ‘demi kepastian hukum’. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata
menentukan bahwa :
“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-
undang dinyatakan cukup untuk itu”.
Dari ketentuan tersebut terkandung maksud bahwa perjanjian tidak
dapat ditarik kembaliselain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.
Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya asalkan
kedudukan para pihak seimbang, jika kedudukan itu tidak seimbang,
undang-undang memberi perlindungan dalam bentuk perjanjian tersebut
dapat dibatalkan, baik atas perintah pihak yang dirugikan maupun oleh
hakim karena jabatannya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak
yang dirugikan itu sepenuhnya menyadari akibat-akibat yang timbul.
4. Asas Itikad Baik (good faith)
Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, seperti yang
tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Jadi dalam perikatan
yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh
kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-
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undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh iktikad baik.
Pengertian ‘itikad baik’ mempunyai dua arti.9
a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan
dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
Konsekuensinya adalah hakim boleh melakukan intervensi terhadap isi
perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
b. Arti subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap
batin seseorang.
Apabila  terjadi perselisihan pendapat  tentang pelaksanaan perjanjian
dengan iktikad baik, hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk
mengawasi dan menilai atau mencampuri pelaksanaan perjanjian apakah ada
pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan
yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang
dipandang adil dan hal ini tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak.
5. Asas Kepribadian (personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan
perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan: “Pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan
suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.
9 R. Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, hal. 5.
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Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak
yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang
dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.
Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana di
intridusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula
perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian
yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain,
mengandung suatu syarat semacam itu.”
3. Subjek dan Objek Perjanjian
Subjek dalam perjanjian adalah pihak-pihak yang terdapat dalam
perjanjian. Dalam hal ini terdapat dua macam subyek, yakni seseorang manusia
atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban atau mendapat hak atas
pelaksanaan kewajiban itu. Subyek yang berupa seorang manusia haruslah
memenuhi syarat sah untuk melakukan tindakan hukum yaitu sudah cukup umur
dan tidak berada dibawah pengampuan.
Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu
kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Adapun
kreditur maupun debitor tersebut dapat orang perseorangan maupun dalam bentuk
badan hukum. KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya
perjanjian :
1. Perjanjian berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian.
2. Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang mendapat hak.
3. Perjanjian berlaku hingga pihak ketiga
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Sedangkan obyek dalam perjanjian adalah berupa prestasi, yang berujud
memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk
memberi sesuatu ialah kewajiban seseorang untuk memberi atau menyerahkan
sesuatu, baik secara yuridis maupun penyerahan secara nyata. Perikatan untuk
berbuat sesuatu yaitu prestasi dapat berujud berbuat sesuatu atau melakukan
perbuatan tertentu yang positif. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu
yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan.
Mengenai obyek perjanjian, diperlukan beberapa syarat untuk menentukan
sahnya suatu perikatan, yaitu :10
a. Obyeknya harus tertentu. Syarat ini hanya diperlukan bagi perikatan yang
timbul dari perjanjian.
b. Obyeknya harus diperbolehkan, artinya tidak bertentangan dengan undang-
undang, ketertiban umum atau kesusilaan.
c. Obyeknya dapat dinilai dengan uang. Hal ini dikarenakan suatu hubungan
hukum yang ditimbulkan dari adanya perikatan berada dalam lapangan
hukum harta kekayaan.
d. Obyeknya harus mungkin. Orang tidak dapat mengikatkan diri kalau obyek
tidak mungkin diberikan.
4. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Suatu perjanjian akan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya
apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian
yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata.
10 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 4.
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Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat, yaitu:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak
dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki
untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus
dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.
Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai
hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut
akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa
yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan
yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para
pihak. Pernyataan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama
penawaran. Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu pihak
dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk
memperoleh persetujuan dari lawan pihaknya tersebut.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah
cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak
dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata lebih lanjut menyatakan
bahwa semua orang berwenang untuk membuat kontrak kecuali mereka
yang masuk ke dalam golongan :
1) Orang yang belum dewasa
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2) Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan
3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang
4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan
perbuatan tertentu.
Namun dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, ketentuan dalam Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata
menjadi tidak berarti lagi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31
angka 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
menentukan bahwa masingmasing pihak (suami-istri) berhak untuk
melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian wanita yang bersuami
dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak perlu lagi
memerlukan bantuan atau izin dari suami.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun
1963 tanggal 4 Agustus 1963, ditentukan bahwa ketentuan Pasal 1330 angka
3 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan
hukum dan tidak menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan
dari suami sudah tidak berlaku lagi.
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu
Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian, yaitu bahwa suatu perjanjian
harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yang
merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu objek
perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Suatu
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persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling
sedikit ditentukan jenisnya”, sehingga dalam suatu objek perjanjian itu
harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya dengan jelas.
Maksudnya adalah apabila perjanjian itu objeknya mengenai suatu barang,
maka minimal harus disebutkan nama barang tersebut atau jenis barang
tersebut.
Pasal 1332 KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dapat
dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang dapat
diperdagangkan, dan barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari
juga dapat dijadikan pokok perjanjian. Syarat bahwa prestasi itu harus
tertentu atau dapat ditentukan ini berguna untuk menetapkan hak dan
kewajiban kedua belah pihak, terutama jika timbul perselisihan dalam
pelaksanaan perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan
karena prestasinya tidak jelas, maka dianggap tidak ada objek perjanjiannya.
Akibat tidak dipenuhinya syarat ini adalah perjanjian itu dapat batal demi
hukum.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang
Syarat ini merupakan mekanisme netralisasi, yaitu sarana untuk
menetralisir terhadap prinsip hukum perjanjian yang lain yaitu prinsip
kebebasan berkontrak. Prinsip mana dalam KUHPerdata ada dalam Pasal
1338 ayat (1) terhadap azas kebebasan berkontrak ini bahwa akan
menimbulkan perjanjian-perjanjian yang dibuat secara ceroboh, karenanya
diperlukan suatu mekanisme agar kebebasan berkontrak ini tidak
26
disalahgunakan. Sehingga diperlukan penerapan prinsip moral dalam suatu
perjanjian. Sehingga timbul syarat suatu sebab yang tidak terlarang sebagai
salah satu syarat sahnya perjanjian. Itu sebabnya suatu perjanjian dikatakan
tidak memiliki suatu sebab yang tidak terlarang jika perjanjian tersebut
antara lain melanggar prinsip kesusilaan atau ketertiban umum disamping
melanggar perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1337
KUH Perdata apabila syarat ini tidak dipenuhi adalah perjanjian yang
bersangkutan tidak memiliki kekuatan hukum atau dengan kata lain suatu
perjanjian tentang suatu sebab yang tidak terlarang menjadi perjanjian yang
batal demi hukum.11
5. Jenis – Jenis perjanjian
Menurut Satrio jenis-jenis perjanjian dibagi dalam lima jenis, yaitu :12
a. Perjanjian Timbal balik dan Perjanjian Sepihak
Perjanjian timbal balik (Bilateral Contract) adalah perjanjian yang
memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Jenis perjanjian ini
yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada
satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Pihak yang satu berkewajiban
menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan dan pihak lainnya berhak
menerima benda yang diberikan itu.
b. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak yang Membebani
11 J. Satrio, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), h. 306.
12 J. Satrio, Hukum Perjanjian, h. 36
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Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan
kepada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah
perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat
kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara prestasi itu ada
hubungannya menurut hukum.
c. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang
dikelompokkan sebagai perjanjian khusus, dan jumlahnya terbatas. Sedangkan
perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama
tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligator
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik
dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan
perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan
perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban
pihak-pihak. Pembeli berhak untuk menuntut penyerahan barang, penjual
berhak atas pembayaran harga, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan
barang.
e. Perjanjian Koselsual dan Perjanjial Real
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada
persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah
perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada
penyerahan nyata dari barangnya.
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6. Berakhirnya Perjanjian
Suatu perjanjian pada umumnya berakhir apabila tujuan itu telah tercapai,
dimana masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang diperjanjikan
sebagaimana yang merupakan kehendak bersama dalam mengadakan perjanjian
tersebut. Selain cara berakhirnya perjanjian seperti yang disebutkan di atas,
terdapat beberapa cara lain untuk mengakhiri perjanjian, yaitu :13
a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya dalam perjanjian itu
telah ditentukan batas berakhirnya perjanjian dalam waktu tertentu.
b. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Misalnya Pasal
1250 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak membeli kembali tidak
boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu yaitu tidak boleh lebih dari 5
tahun.
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya
peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir. Misalnya apabila salah
satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan menjadi hapus (Pasal
1603 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa perhubungan kerja berakhir
dengan meninggalnya si buruh.
d. Karena persetujuan para pihak.
e. Pernyataan penghentian pekerjaan dapat dikarenakan oleh kedua belah
pihak atau oleh salah satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat
sementara.
f. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim.
13 Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 387.
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g. Tujuan perjanjian sudah tercapai.
h. Karena pembebasan utang.
B. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya
1. Pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi
Dalam Kamus Bahasa Belanda – Indonesia – Inggris  istilah wanprestasi
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti kealpaan,
kelalaian atau tidak memenuhi/menepati suatu kewajiban seperti dalam
perjanjian14 atau dalam istilah bahasa Inggris breack of contract yang berarti
pihak yang berkewajiban (debitur) yang tidak memenuhi kewajibannya15.
Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan
suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus
dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa
Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan
pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.16
Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih
terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak
terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan.
Istilah mengenai wanprestasi ini terdaspat di berabgai istilah yaitu: “ingkar janji,
cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.
14 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia,
Inngris, (Semarang: C.V. Aneka, 1997), h 897
15 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia Dan Commont Law, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1996), h 131-132.
16 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: , W.v.Hoeve 1953), h.
17
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Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan
prestasi oleh debitur.17 Dalam suatu perjanjian diharapkan prestasi yang telah
disepakati akan terpenuhi. Namun demikian ada kalanya prestasi tersebut tidak
terpenuhi. Adapun tidak terpenuhinya prestasi ada dua kemungkinan, yaitu:
1. Karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun
kelalaian (wanprestasi).
2. Karena keadaan memaksa, di luar kemampuan debitur. Jadi debitur tidak
bersalah (overmacht ).
Adapun yang dijadikan ukuran untuk menentukan debitur bersalah
(wanprestasi) atau tidak adalah dalam keadaan bagaimanakah seorang debitur
dikatakan sengaja atau lalai tidak berprestasi. Di dalam hal ini terdapat empat
macam dikatakan keadaan wanprestasi dari seorang debitur, yaitu:18
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya (tidak
memenuhi kewajibannya)
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang
dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat (terlambat memenuhi
kewajibannya)
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh melakukannya
(memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan).
Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang
melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang
17 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, (Jakarta: Rajawali
Persada, 2003), h. 69.
18 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1981, h. 57.
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dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan
ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang
dirugikan karena wanprestasi tersebut.
2. Akibat hukum wanprestasi
Dalam suatu perjanjian yang prestasinya berwujud memberikan sesuatu
atau untuk melakukan sesuatu, para pihak dapat menentukan atau tidak
menentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi. Apabila tenggang
waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi itu tidak ditentukan maka dipandang perlu
untuk memperingatkan debitur untuk memenuhi prestasinya. Namun apabila
tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan, maka menurut
ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu
yang ditentukan.
Di dalam suatu perikatan yang prestasinya berwujud tidak berbuat sesuatu
tidak dipersoalkan jangka waktunya atau tidak. Jadi sejak perikatan itu berlaku
atau selama perikatan itu berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu, ia
dinyatakan lalai (wanprestasi). Apabila debitur wanprestasi, maka dikenai sanksi
yang berupa :
a. Debitur membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
Wujud ganti kerugian dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga.
Subekti mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah
“Segala pengeluaran atau perongkosan yang nyatanyata sudah dikeluarkan
oleh satu pihak”, sedangkan yang dimaksud dengan rugi adalah “Kerugian
karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh
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kelalaian si debitur”. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan
keuntungan yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.
b. Pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian.
Pembatalan perjanjian sebagai sanksi kedua atas kelalaian debitur
bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan semula
sebelum diadakan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1265
KUHPerdata.
Pasal 1266 KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal adanya
wanprestasi, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian
yang sifatnya timbal balik. Perjanjian ini ditentukan tidak batal demi
hukum, tetapi harus dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jadi, yang
menyebabkan batalnya perjanjian bukan karena wanprestasi yang timbul,
tetapi karena adanya putusan hakim.
c. Peralihan resiko.
Menurut Subekti yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban
untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah
satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.19
Peralihan risiko sebagai sanksi ketiga disebutkan dalam Pasal 1237
ayat (2) KUHPerdata yang menentukan bahwa “Jika si debitur lalai akan
menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas
tanggungannya”.
19 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT.Intermasa, 1985), h 144.
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d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka hakim.
Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat,
tersimpul dalam suatu peraturan hukum acara, bahwa pihak yang
dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara. Seorang debitur yang
lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara di depan
hakim.
3. Ganti kerugian
Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdata membolehkan kreditur
menuntut debitur yang wanprestasi untuk menuntut ganti kerugian. Pada Pasal
1243 KUHPerdata selengkapapnya berbunyi:
“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya.”.
Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan
ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :
a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti
kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi
tetap melalaikannya.
b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu,
pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka
waktu yang telah ditentukan tersebut.20
20 Ahmadi Miru dan Sakka Pati,Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai
1456 BW (Cet III; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), h 13.
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Ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur
melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah dihitung
berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang. Berdasarkan
pasal 1246 KUHPerdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur, yakni :
a. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos
cetak, biaya materai, biaya iklan.
b. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur
akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh-
sungguh diderita, misalnya busuknya buah – buahan karena kelambatan
penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga
merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai,
kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.
Menurut Riduan Syahranibahwa yang dimaksud biaya adalah segala
pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.
Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang milik
kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah segala keuntungan
yang diharapkan atau sudah diperhitungkan21.
4. Pembelaan terhadap debitur yang dianggap lalai
Menurut Subekti seorang debitur yang dituduh lalai, dapat mengajukan
beberapa alasan untuk membebaskan diri, pembelaan tersebut yaitu:22
21 Ridwan Syahrani, seluk beluk dan asas-asas hukum perdata, (Bandung: Alumni, 1992),
h 232.
22 Subekti, Hukum Perjanjian,  h. 45.
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a. Mengadakan pembelaan adanya keadaan memaksa (overmacht atau force
majeur).
Dengan mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan
bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal
yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat
apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
b. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (exceptionon adimpleti
cintractus).
Mengenai pembelaan semacam ini, tidak disebutkan dalam suatu
undang-undang. Akan tetapi prinsip mengenai pembelaan semacam ini
dijelaskan pada pasal 1478 KUH perdata yang isinya adalah : “Si penjual
tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum
membayar harganya, sedangkan si penjual tidak mengizinkan penundaan
pembayaran tersebut.”
c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut
ganti rugi (rechtsverwerking).
Alasan lain yang dapat membebaskan debitur yang dituduh melakukan
kelalaian dalam melaksanakan prestasi dan memberikan alas an untuk menolak
pembatalan perjanjian adalah pelepasan hak atau rechtsverwerking. Maksud
dari hal tersebut adalah suatu sikap dari pihak kreditur yang dapat disimpulkan
oleh pihak debitur bahwa pihak kreditur tidak akan menuntut ganti rugi dari
pihak debitur.
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C. Tinjauan Umum Perkawinan
1. Pengertian perkawinan
Menurut Bachtiar, defenisi perkawinan secara umum adalah pintu bagi
bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam
jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan
kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan
itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat
mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara
kelangsungan manusia di bumi.23
Sedangkan menurut Terruwe dalam buku Yuwana & Maramis yang
berjudul Perkawinan Masa Kini menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu
persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh
seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.24
Ketika suami dan istri berikrar untuk menikah, berarti masing-masing
mengikatkan diri pada pasangan hidup, dan sebagian kebebasan sebagai individu
dikorbankan. Perkawinan bukan sebuah titik akhir, tetapi sebuah perjalanan
panjang untuk mencapai tujuan yang disepakati berdua. Tiap pasangan harus terus
belajar mengenai kehidupan bersama. Tiap pasangan juga harus menyiapkan
mental untuk menerima kelebihan sekaligus kekurangan pasangannya dengan
kontrol diri yang baik. Pentingnya penyesuaian dan tanggung jawab sebagai
23 Bachtiar, A, Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia, (Yogyakarta: Saujana, 2004), h.
13.
24 Maramis, W.F. & Yuwana, T.A, Dinamika Perkawinan Masa Kini,(Malang: Diana
1990), h. 9.
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suami atau istri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada keberhasilan
hidup berumah tangga.
a. Perkawinan menurut Undang-Undang
Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut
perUndang-Undangan perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang
wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (verbindtenis).
Dalam perkawinan dibutuhkan adanya ikatan lahir dan batin.
 Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan
aturan yang ada, baik yang mengikat dirinya sendiri, suami atau istri,
anak, maupun oarang lain. Oleh karena itu perkawinan biasanya
diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat
mengetahuinya.
 Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung,
merupakan ikatan psikologis. Antara suami dan istri harus ada ikatan
ini, saling mencintai satu sama lain sehingga ikatan batin ini dapat
terbentuk. Kedua ikatan di atas harus ada dalam perkawinan dan bila
tidak ada salah satu, maka akan menimbulkan persoalan dalam
kehidupan perkawinan pasangan tersebut.
Pasal 26 KUHPerdata menyatakan bahwa Undang-Undang memandang
soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdata
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dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan,
sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa
perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.
Selain kesimpangsiuran perkawinan yang berlaku di zaman Hindia
Belanda itu, jelas bahwa menurut perUndang-Undangan yang tegas dinyatakan
dalam KUHPerdata, perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan
mengabaikan segi keagamaan. Hal ini jelas bertentangan dengan falsafah
pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-
galanya. Apalagi menyangkut perkawinan yang merupakan hubungan erat sekali
dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure
lahir/jasmani, tetapi juga unsure batin/rohani mempunyai peranan yang penting.
Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan
menurut KUHPerdata dan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.
Perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai „Perikatan Perdata‟ sedangkan
menurut UU No.1 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan
„Perikatan Keagamaan. Hal ini dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan
dalam Pasal 1 UU No.1 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada terlampir dalam KUHPerdata.
Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1
tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, karena merupakan
landasan pokok dari aturan hukum perkawinan, baik yang terdapat dalam UU No.
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1 tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang
perkawinan.25
b. Perkawinan menurut hukum agama
Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang
suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran
Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta
berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-
masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan
jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut
kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.
Dikalangan kaum muslimin nikah itu bukanlah suatu perbuatan suci,
melainkan hanyalah suatu perjanjian sipil dan walaupun pada umumnya dilakukan
upacara dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur‟an, akan tetapi hukum islam tidak
menetapkan dengan tegas suatu upacara agama khusus untuk perkawinan, tidak
ada pejabat yang ditentukan untuk itu dan tidak ada formalitas yang menyulitkan.
Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan
taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya
dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan
perkawinan yang berlangsung tidak seagama.
Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani berarti suatu ikatan
untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di
akhirat, bukan saja lahiryah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang
25 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju), 1990.
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sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga
kehidupan dalam rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri
serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama.
Jika perjalanan hidup berumah tangga sejak semula sudah berbeda arah
kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan
datang masanya terancam kegagalan. Oleh karena itu rumah tangga yang baik
hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan
batin.
Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali
wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan
oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si
calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.
Perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan
(calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang
pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 UU No.1
Tahun 1974 atau menurut hukum Kristen. Kata “wali” berarti bukan saja „bapak‟
tetapi juga termasuk „datuk‟ (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria,
saudara-saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman,
kesemuanya menurut garis keturunan pria yang beragama Islam berarti pula
perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.
Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup
antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan
bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut
agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan
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cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang
penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah
apabila kedua mempelai sudah dibaptis.
Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama di atas
maka dengan adanya UU no. 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama
sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi
bangsa Indonesia. Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan
perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara
sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan
pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.
2. Pengertian dan dasar hukum janji kawin
Seorang pria dan seorang wanita menjalin hubungan pertemanan yang
selanjutnya berpacaran, mereka biasanya membuat janji yang mengatakan bahwa
mereka akan saling setia dan menyayangi sebagai pasangan kekasih. Dalam
hubungan berpacaran diantara sepasang kekasih seringkali terucap janji dari pihak
pria kepada pihak wanita untuk membangun mahligai rumah tangga. Janji kawin
ini biasanya hanya secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis. Jika pihak yang
berjanji mengingkarinya, maka akan sulit untuk meminta
pertanggungjawabannya. Sehingga keadaan ini sangat merugikan bagi pihak
perempuan. Pada suatu saat dimana pihak pria ingkar janji dan tidak jadi
mengawini pihak perempuan, menurut KUH Perdata janji kawin diatur dalam
Pasal 58 KUH Perdata yang berbunyi :
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“Janji untuk kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim
berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut
penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu;
semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu telah diikuti oleh suatu
pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut
penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian
yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang barangnya sebagai akibat
dari penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan
soal kehilangan keuntungan
Tuntutan ini kadaluwarsa dengan lampaunya waktu delapan belas bulan,
terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”
Dalam Pasal 58 KUH Perdata tersebut pada alinea pertama, dikatakan
bahwan janji kawin tidak dapat menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan di
muka hakim, penggantian kerugian akibat dari batalnya janji kawin yang tidak
jadi dilaksanakan oleh pasangan. Akan tetapi dalam hal ini tidak serta merta
seseorang yang mengingkari janji kawin tersebut tidak dapat diminta
pertanggungjawabannya. Apabila kita lihat alinea kedua, dikatakan bahwa jika
janji kawin tersebut telah diikuti dengan pengumuman kawin, maka janji kawin
dapat dituntut pertanggungjawabannya dimuka pengadilan untuk menunutut ganti
kerugian yang ditimbulkan oleh janji kawin tersebut, dengan ketentuan batas
waktu selama 18 bulan.
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tidak ada pengaturan tentang janji kawin, sedangkan menurut hukum
islam janji kawin merupakan akad yang tidak sah, sehingga tidak mempunyai
akibat hukum apapun, oleh karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan ganti
kerugian apapun, dan menurut Pasal 58 KUH Perdata, janji kawin tidak memliki
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akibat hukum apapun sehingga tidak dapat menimbulkan hak guna menuntut
dimuka hakim, salah satunya tidak dapat menuntut ganti kerugian akibat dari janji
kawin yang telah diucapkan.
Janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim akan
berlangsungnya sebuah perkawinan dan tidak dapat pula menunutut untuk
penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan kepadanya.
Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal, seperti yang
termuat dalam Pasal 58 KUH Perdata. Dalam KUHPerdata seorang anak yang
masih dibawah umur 21 tahun tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus
diwakili oleh orang tuanya atau  walinya, oleh Undang-Undang diadakan
pengecualiannya, yaitu menurut Pasal 151 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Anak dibawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan
perkawinan, juga cakap untuk memberi persetujuan atas segala perjanjian
yang boleh ada dalam perjanjian kawin, asalkan dalam perbuatan
perjanjian itu, anak yang masih dibawah umur itu dibantu oleh orang
yang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu diperlukan.
Bila perkawinan itu harus berlangsung dengan izin tersebut dalam Pasal
38 dan Pasal 41, maka rencana perjanjian kawin itu harus dilampirkan
pada permohonan izin itu, agar tentang hal itu dapat sekaligus diambil
ketetapan.”
Pada Pasal 151 KUH Perdata itu adalah dimana seorang anak yang belum
dewasa yang memenuhi syarat untuk kawin, diperbolehkan bertindak sendiri
dalam menyetujui perjanjian kawin asalkan ia “dibantu“ oleh orang tua atau orang
yang diharuskan memberi izin kepadanya untuk kawin. Setiap perjanjian kawin
harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan itu berlangsung. Perjanjian
kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak pendaftarannya di kepeniteraan
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Pengadilan Negeri setempat dimana pernikahan itu telah dilangsungkan. Setelah
perkawinan tersebut dilangsungkan, perjanjian kawin yang telah dibuat oleh
kedua belah pihak, dengan cara bagaimana pun juga tidak boleh dirubah, kecuali
denga persetujuan para pihak dan perubahan atas perjanjian tersebut tidak
merugikan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
Di dalam ketentuan Pasal 139 dan 142 KUH Perdata juga mengatur
mengenai hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian kawin, yaitu :
a. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum;
b. Tidak boleh melanggar kekuasan suami sebagai kepala rumah tangga
dalam perkawinan;
c. Tidak boleh melanggar hak kekuasan orang tua;
d. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada
suami atau istri yang hidup terlama;
e. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala
rumah  tangga;
f. Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme potie (hak mutlak) atas
warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari
keturunannya;
g. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian
hutang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya; dan
h. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan
perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar  negeri, adat
kebiasaan atau peraturan daerah.
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Janji kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah “Perjanjian Perkawinan“, jadi dalam istilah ini
pengertiannya lebih lengkap dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
kedua belah pihak. Janji kawin atau perjanjian perkawinan yang diatur dalam
Hukum Perkawinan Indonesia adalah perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan
disahkan oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Hal ini diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 29, yang
berbunyi :
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak
atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku
juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsungnya perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah
dan persetujuan tidak merugikan pihak ketiga.
Melihat pasal tersebut diatas, jelaslah bahwa perjanjian perkawinan dapat
dilakukan secara tertulis dan disahkan dengan bukti otentik dari notaris, yang
dapat dinyatakan berlaku bagi kedua belah pihak. Hal ini berbeda sekali kalau
perjanjian kawin hanya dilakukan dengan ucapan yang dilakukan oleh seorang
pria kepada wanita bahwa ia berjanji akan mengawini.
Jadi jika perbuatan itu merupakan sebuah perjanjian perkawinan maka
perlu diperkuat dengan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, karena
jika perjanjian kawin atau janji kawin itu hanya diucapkan secara lisan saja,
perjanjian kawin tersebut akan sulit untuk dibuktikan dimata hukum. Dalam
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diatur hanya
perjanjian perkawinan sebagai suatu persetujuan bersama bagi calon pasangan
suami istri yang dibuat dan dicatatkan kepada penitera Pengadilan Negeri sebelum
melangsungkan pernikahan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara
teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai ganti rugi akibat
pembatalan janji kawin. Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara
secara langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan
penelitian dengan memilih lokasi penelitian yuridiksi Pengadilan Negeri Makassar
dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan dapat memudahkan
penulis untuk mengadakan dan memperoleh data yang di perlukan.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada
mengenai gugatan ganti rugi karena adanya pembatalan perkawinan. Di analisa
berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan Kaedah-
kaedah Hukum yang Relevan dengan masalah tersebut.
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C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui
wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait dengan penulisan
skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi
lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada
relevansinya dengan materi yang dibahas. Data skunder terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier yang
dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan:1
a. Bahan hukum primer, berupa perundang-undangan yang terkait dan
Putusan No. 207/PDT/.G.2006/PN.Mks dan Putusan No.
146/PDT/2015/PT.MKS
b. Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, internet, buku,
artikel ilmiah, dan lain-lain.
c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan KBBI.
D. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini,penyusun
menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:
1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan masalah yang penyusun teliti.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis
1Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006),  h. 392.
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dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah
disusun terlebih dahulu. Dalam hal ini, dilakukan wawancara dengan
hakim  Pengadilan Negeri Makassar.
3. Dokumentasi.
Metode dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel berupa catatan,
buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran
informasi yang bersumber dari dokumentasi anggota yang bersangkutan
dan yang mempunyai relevansi denga tujuan penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang
disesuaikan dengan jenis penelitian, yakni peraturan perundang-undangan
wawancara dan studi dokumen.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun
data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu teknik analisis tanpa
menggunakan rumus statistik, melainkan dengan kata-kata, kalimat untuk
mendeskripsikan hasil penelitian.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai
berikut:
1. Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan,
mengutip, atau memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan
uraian umum.
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2. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan dan doktrin dari suatu hasil penelitian terdahulu.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.:
82/PDT.G/2014/PN.MKS
1. Posisi Kasus
Lyaniza Meliza Buntu (selanjutnya disebut “Penggugat”), Daud
Suryaningrat Tarupadang (selanjutnya disebut “Tergugat I) dan Calving Useng
Tarupadang (selanjutnya disebut “Tergugat II”)
Berawal dari pertemuan orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat I
di depan rumah orang tua penggugat. Dari pertemuan itu orang tua Tergugat
meminta nomor telepon Penggugat dengan maksud diberikan kepada Tergugat I
yang yang bekerja sebagai dokter di Kalimantan. Setelah nomor telepon
didapatkan lewat orang tua (Ibu Tergugat), maka beberapa waktu kemudian
Tergugat I melakukan komunikasi dengan Penggugat dan selanjutnya mereka
berpacran. Bahwa hubungan penggugat dengan tergugat I selama masa pacaran
berjalan normal dan baik-baik saja, sehingga dari hubungan demikian, maka
penggugat melihat bahwa tergugat I serius dan mau menikah dengan penggugat
lalu di bulan Juni 2013 tergugat I menyuruh penggugat menabung untuk ikut
membiayai biaya pernikahan penggugat dengan tergugat I. Berangkat dari masa
pacaran, maka penggugat dan tergugat I mengambil suatu kesepakatan untuk
melangsungkan suatu pernikahan pada tanggal 22 Februari 2014. Atas dasar
kesepakatan tersebut diatas, tergugat I resmi melakukan acara atau ritual
(pertunangan) yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki apabila ingin mengawini
seorang perempuan menurut masyarakat adat Toraja, pada tanggal 17 Oktober
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2013, dirumah penggugat yaitu di Jl. Yunaha 11/12 Komp. Puri Yunaha Permai
Makassar. Setelah dilangsungkan lamaran maka keluarga dari kedua belah pihak
membentuk panitia dari keluarga Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.
Mereka mengadakan rapat kerja pada tanggal 19 Januari 2014 untuk
mempersiapkan pernikahan antara penggugat dan tergugat I, panitia bekerja
secara maksimal untuk mempersiapkan seluruh keperluan kebutuhan telah
dipersiapkan. Dalam rangka rencana pernikahan antara tergugat dan penggugat
telah mengeluarkan biaya dengan total Rp.92.054.000,. Setelah semua rencana
telah berjalan dengan baik atas kerja panitia untuk menuju hari H, tanggal 22
Februari 2014 maka alangkah kagetnya penggugat bersama orang tua maupun
keluarga, karena tergugat I mengambil suatu tindakan dan keputusan yang sangat
tidak masuk akal untuk membatalkan rencana pernikahan pada tanggal 22
Februari 2014 tanpa sebab yang masuk akal. Setelah tergugat I mengambil
keputusan untuk membatalkan, rencana pernikahan yang dipersipkan, maka
tergugat II yaitu ayah dari tergugat I lalu membatalkan salon yang sudah
dibooking dan menghubungi pihak gereja memberitahukan agar rencana
pernikahan penggugat dan tergugat I dibatalkan. Tergugat I sendiri mengambil
tindakan membatalkan gedung (Clarion Hotel Makassar). Atas tindakan tergugat I
dan tergugat II membatalkan rencana pernikahan pada tanggal 22 Februari 2014,
maka tentu menimbulkan konsekuensi hukum yaitu complain dari pihak ketiga
yang merasa drugikan misalnya pemilik Clarion Hotel Makassar dan pemilik
salon yang harus dipertanggungjawabkan oleh tergugat I dan tergugat II.
Perbuatan tergugat I dan tergugat II yang membatalkan Pernikahan antara
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penggugat dan tergugat I adalah perbuatan wanprestasi yang menimbulkan
kerugian materil yang tidak sedikit yang dialami oleh penggugat maupun kerugian
immaterial. Berdasarkan fakta yang telah mengungkapkan adanya wanprestasi
dari tergugat I yang membatalkan acara pernikahan dengan penggugat tanggal 22
Februari 2014 dalam penggugat dalam hal ini tentu mengalami kerugian baik
secara materil maupun kerugian immaterial dan karena adalah beralasan dan
berdasar hukum bagi penggugat untuk tergugat I dan tergugat II untuk membayar
ganti rugi secara materil sebesar Rp. 92.054.000 dan ganti rugi immateril akibat
perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I yang membatalkan secara
sepihak, rencana pernikahan penggugat dan tergugat I sebesar Rp. 10.000.000.000
karena penggugat telah dipermalukan, penggugat mendapatkan respon yang
negative dari pergaulan sosial dan penggugat tidak tentram bahkan mengalami
tekana secara psikis. Selain dari tuntutan ganti rugi diatas penggugat juga
meminta jaminan atas ganti rugi agar kiranya Majelis Hakim berkenan
meletakkan sita jaminan (Conservatoir besisag) tanah/rumah milik Tergugat II
yang terletak di Jl. Satelit II No. 46 Komp. Telkomas Makassar. Berdasarkan pada
fakta dan alasan dsar serta bukti hukum yang mendasari diajukannya gugatan ini,
maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar
untuk mengabulkan gugatannya sebagai berikut.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah maupun rumah
diatasnya milik tergugat II di jalan Satelit II No. 49 Kompleks Telkomas
Makassar;
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3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang
membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat pada
tanggal 22 Februari 2014 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa segala tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan
dalam hal ini pemilik Hotel Grand Clarion Makassar dan salon adalah
tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara
tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa;
a. Ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat
dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju pernikahan
tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp. 92.054.000,;
b. Ganti rugi inmateril akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan
oleh tergugat I yang membatalkan secara sepihak, rencana
pernikahan penggugat dengan tergugat I sebesar Rp. 10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah) karena penggugat telah dipermalukan,
penggugat mendapatkan respon yang negative dari pergaulan sosial
dan penggugat tidak tentram bahkan mengalami tekana secara psikis;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini.
2. Pertimbangan Hakim
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua
belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka
Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;
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- Bahwa tindakan Tergugat I yang membatalkan pemikahan yang telah
disepakati oleh penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2014 dibatalkan
atau ditunda oleh Tergugat I dan II adalah perbuatan wanprestasi
(cidera janji), karena penundaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II
tanpa menyebutkan tanggal penundaannya;
- Bahwa alasan Tergugat I melakukan penundaan dengan tanpa adanya
konfirmasi dengan pihak Penggugat, karena semata-mata tidak mau
menyepelekan tetapi masalah orang tuanya dengan keluarga calon
mempelai wanita adanya selisih paham ;
Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat I tersebut tentunya sangat
disayangkan sebagai kawula muda yang semestinya konsisten dengan kesepakatan
yang telah diperbuatnya sendiri yaitu penggugat dan menentukan tanggal
perkawianannya namun tiba-tiba dibatalkan, sedangkan persiapan¬persiapan
sudah masak dan semestinya sebagai pemuda pemudi yang sudah mengikat cinta
haruslah di taati perjanjian yang dibuatnya, jika ada masalah orang
tua/keluarganya justru itu merupakan tantangan untuk kesinambungan
hubungannya dengan penggugat, dengan kata lain justru tergugat I dan penggugat
dapat sebagai Jembatan emas untuk merukun antara kedua keluarga yang
berselisih paham tersebut dengan tanpa mengabaikan atau menciderai terhadap
janji yang telah dibuat bersama penggugat ketika acara lamaran berlangsung yang
dihadiri oleh kedua belah orang tua calon mempelai dan keluarga kerabat dari
kedua calon mempelai pengantin;
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Bahwa oleh perbuatan Tergugat I dan II yang membatalkan pernikahan
yang telah disepakati oleh penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2014 telah
dinyatakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan atas perbuatan mana pihak
penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun inmateriil;
Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas petitum yang
menyatakan tindakan tergugat I membatalkan pernikahan yang telah disepakati
oleh penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2014 adalah perbuatan wanprestasi oleh
karena telah beralasan hukum maka haruslah dikabulkan;
Menimbang, bahwa penggugat dalam petitumnya juga menuntut
menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah maupun rumah diatasnya
milik Tergugat II di jalan Satelit II No.49 Kompleks Telkomas Makassar, oleh
karena tidak ada tanda-tanda kekhuwatiran bahwa Tergugat II akan memindah
tangankan harta bendanya termasuk rumah di jalan Satelit II No.49 tersebut dan
Majelis tidak melakukan Sita Jaminan, maka petitum tentang ini haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa dampak dari perbuatan wanprestasi Tergugat I
tersebut menyangkut pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini pemilik
Clarion Hotel Makassar dan Salon adalah tanggung jawab Tergugat I dan
Tergugat II oleh karena cukup beralasan hukum maka patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi materiil yang telah
dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya
menuju pernikahan tanggal 22 Pebruari 2014 sebesar Rp.92.054.000,- (Sembilan
puluh dua juta lima puluh empat ribu rupiah);
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Menimbang, bahwa tentang tuntutan ganti rugi materiil tersebut Majelis
akan mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa dalam menentukan ganti rugi materiil Majelis harus berdasarkan
bukti-¬bukti pengeluaran yang kongkrit dan terperinci berdasarkan
kwitansi-kwitansi pengeluaran;
- Bahwa dalam membuktikan petitum tersebut tentang ganti rugi materiil
ini Penggugat hanyalah mengajukan bukti P-3 sampai dengan P-7,
berupa nota pesanan/ pembayaran sedangkan setelah Majelis jumlah
pengluaran  berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-7 tersebut hanyalah
berjumlah Rp.35.070.000,- (tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu
rupiah), oleh karena Majelis Hakim dalam menentukan ganti rugi
materiil tidak boleh berdasarkan perkiraan Maka Majelis akan
mengabulkan hanya terhadap pengeluaran Riil berdasarkan bukti P-3
sampai dengan bukti P-7 yaitu berjumlah Rp.35.070.000,- (tiga puluh
lima juta tujuh puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa tentang petitum ganti rugi inmateriil sebesar
Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) Majelis akan mempertimbangkan
sebagai berikut;
- Bahwa terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I
dan II pihak Penggugat dan keluarganya sangat shock dan sangat
dipermalukan, penggugat mendapat respon yang negatif dari pergaulan
social, penggugat tidak tentram bahkan mengalami tekanan secara
psikis;
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- Bahwa untuk menentukan besaran ganti rugi inmateriil Majelis akan
menggunakan tolak ukur bahwa penggugat adalah seorang dokter yang
telah dikenal dimana-mana, serta Penggugat dan keluarganya di
masyarakat Adat Toraja tergolong bangsawan strata sosialnya sangat
tinggi yaitu masyarakat Bulawan;
- Maka berdasarkan alasan tersebut Majelis mengabulkan ganti rugi
inmateriil yang besarannya akan ditentukan dalam dictum putusan
nanti;
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat I dan Tergugat II
Konvensi/Penggugat I dan II Rekonpensi telah mengajukan gugat balik
(Rekonvensi) yaitu menuntut balik terhadap beaya-beaya yang sudah dikelurkan
oleh pihak Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam persiapan
perkawinan;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Konvensi pihak penggugat
I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-
dalil bantahannya, dan pihak Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II
Konvensi telah terbukti dan dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji
(wanprestasi), maka oleh karena itu gugatan Rekonvensi tidak beralasan hukum
maka haruslah di tolak;
3. Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 15 Desember 2014
No. 82/PDT.G/2014/PN.MKS:
Mengadili
Dalam Pokok Perkara
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang
membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat pada
tanggal 22 Pebruari 2014 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan bahwa segala tuntutan hukum dari pihak yang merasa di
rugikan dalam hal ini pemilik Clarion Hotel Makassar dan Salon adalah
tanggung jawab Tergugat I dan II;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi
secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa :
a. Ganti rugi atas seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh
Penggugat dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju
pemikahan tanggal 22 Pebruari 2014 yang secara Riil dikeluarkan
berdasarkan nota-nota sebesar Rp.35.070.000,- (tiga puluh lima juta
tujuh puluh ribu rupiah);
b. Ganti Rugi Inmateriil akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan
oleh Tergugat I yang membatalkan secara sepihak rencana
pemikahan penggugat dengan Tergugat I sebesar
Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
4. Komentar Penulis
Dalam perbuatan ingkat janji kawin gugatan diajukan secara perdata
maka peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah KUHPerdata dan atau
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, karena di
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dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak adanya peraturan janji kawin dan
akibatnya, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun !974, maka
keberadaan buku 1 KUHPerdata tentang Perkawinan dapat diberlakukan. Satu-
satunya pasal yang mengatur mengenai janji kawin terdapat dalam buku 1
KUHPerdata Pasal 58 tentang janji kawin.
Dari pertimbangan hakim bahwa tindakan Tergugat I yang membatalkan
pemikahan yang telah disepakati oleh penggugat pada tanggal 22 Pebruari 2014
dibatalkan atau ditunda oleh Tergugat I dan II adalah perbuatan wanprestasi
(cidera janji). Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri
Bapak Suparman Nyompa yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat
bahwa setelah dilakukannya lamaran dan menetukan waktu pernikahan maka
disitulah terjadilah sebuah perjanjian dengan dasar hukum pasal 1320
KUHPerdata.1
Menurut penulis mengenai pertimbangan hakim tidak sependapat dengan
putusan tersebut yang menyatakan bahwa ingkar janji yang dilakukan Tergugat I
untuk mengawini Penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi dan
menjadi landasan untuk menuntut ganti rugi. Majelis Hakim menjadi keliru
apabila dikatakan sebagai wanprestasi, sebab tidak memperhatikan Pasal 58
KUHPerdata yang secara tegas menyatakan bahwa janji kawin tidak menimbulkan
hak dimuka hakim untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga. Pasal 58
KUHPerdata menyebutkan bahwa:
1 Suparman Nyompa, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara oleh penulis di
Pengadilan Negeri Makassar, 24 Maret 2017 jam 10.00 Wita.
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“Janji untuk kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim
berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut
penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji
itu; semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu telah diikuti oleh suatu
pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut
penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian
yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang barangnya sebagai akibat
dari penolakan pihak yang lain; dalam pada itu tak boleh diperhitungkan
soal kehilangan keuntungan.
Tuntutan ini kadaluwarsa dengan lampaunya waktu delapan belas bulan,
terhitung dari pengumuman perkawinan itu.”2
Apabila memperhatikan Pasal 58 ayat 1, janji menikahi tidak
menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim, untuk dilangsungkan
perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya,
kerugian dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji kawin tersebut. Semua
persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal, dengan demikian tidak ada ganti
rugi kepada salah satu pihak akibat pembatalan janji kawin. Janji yang di
ungkapkan Tergugat kepada Penggugat untuk mengawini Penggugat berdasarkan
Pasal 58 KUH Perdata tidak memiliki akibat hukum atau adanya keberlakuan dari
asas Pacta Sunt Servada, sehingga tidak dapat diajukannya gugatan wanprestasi
dimuka pengadilan.
Namun jika kita memperhatikan pada ayat 2 apabila pemberitahuan janji
kawin telah diikuti suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk
menuntut kerugian. Hal ini berbeda dengan rumusan pertama yang tidak dapat
menuntut kerugian. Jika janji kawin telah diikuti dengan pengumuman, maka janji
2 Solahudin, SH, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata,
Penerbit Visimedia, Jakarta, Hlm. 231
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kawin tersebut dapat dituntut ganti rugi jika janji kawin tersebut dibatalkan oleh
salah satu pihak.
Janji yang di ungkapkan Tergugat kepada penggugat untuk mengawini
Penggugat derdasarkan Pasal 58 KUH Perdata tidak memiliki akibat hukum atau
adanya keberlakuan dari asas pacta sunt servada, sehingga tidak dapat
diajukannya gugatan wanprestasi dimuka pengadilan.
Namun demikian, perbuatan ingkar janji kawin yang dapat dituntut
kepengadilan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum, pengajuan gugatan di
muka pengadilan bukan untuk pemenuhan janji kawin tersebut atau untuk
melangsungkan perkawinan seperti yang telah dijanjikan Tergugat akan tetapi
untuk pemenuhan ganti rugi atas kerugian yang diderita karena tidak
terlaksananya janji kawin, baik materil maupun inmateril.
Berkaitan dengan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 k/Pdt/2000 mengenai tidak terpenuhinya
janji kawin yang berpatokan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191
K/Pdt/1987 yang kedua membahas mengenai janji kawin yang pada dasarnya
belum ada satupun penjelasan dalam undang-undang mengenai janji kawin ini
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini dilandasi oleh Arrest
Hoge Reed 1919 karena tindakan ingkar janji telah melanggar norma kesusilaan
dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan perbuatan melawan hukum
yang menimbulkan kerugian pada diri orang lain.
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Mengenai tidak terpenuhinya janji kawin termasuk perbuatan melawan
hukum, pada dasarnya perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH
Perdata yang menyebutkan :
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan keruguan itu,
mengganti kerugian tersebut”.
Dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut dapat disimpulkan
unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, diantaranya;
1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan clausal antara perbuatan dan kerugian.
Menurut Arrest 1919 dapat disimpulkan bahwa berbuat atau tidak berbuat
merupakan sesuatu perbuatan melawan hukum jika;
1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di lalu lintas masyarakat
terhadap diri atau barang orang lain.
Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum telah memenuhi
beberapa perumusan perbuatan melawan hukum. Pertama, melanggar haknya
orang lain, dalam kasus tersebut Tergugat telah melanggar hak Penggugat serta
keluarga besar Penggugat. Tergugat berjanji untuk menikahi dengan mengadakan
beberapa kali pertemuan seperti lamaran, serta tindak lanjut atas pertunangan
64
tersebut. Dengan tidak dipenuhi janji tersebut hak Penggugat beserta keluarga
berupa kehormatan dan nama baik telah di langgar.3 Kedua, dalam hal
bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu pasal 58, bahwa Tergugat
seharusnya memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk memenuhi janji kawin
tersebut. Dengan tidak terpenuhinya janji kawin tersebut dapat dikatakan bahwa
sikap Tergugat bertentangan dengan kewajibannya untuk memenuhi janji
melangsungkan perkawinan. Ketiga, Pembatalan ini bertentangan dengan hukum
adat Tanah Toraja yang dipakai oleh kedua belah pihak khususnya norma
kesusilaan di dalam masyarakat. Dimana pada saat dilangsungkannya pertunangan
yang disaksikan keluarga kedua belah pihak, para tetua adat, dan diketahui oleh
masyarakat sekitar. Yang mana apabila dibatalkan dengan cara pemutusan sepihak
tanpa pemberitahuan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
yang berakibat rusaknya citra/harga diri Penguggat di tengah-tengah masyarakat.
Keempat, kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan diri dan orang
lain dalam pergaulan hidup, bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan
yang merugikan orang lain seharusnya Tergugat dapat bertindak sesuai dengan
kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam masyarakat.
Dasar pertimbangan hakim mengabulkan gugatan ganti rugi secara
inmateril akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada
pihak penggugat menggunakan tolak ukur bahwa penggugat adalah seorang
dokter yang telah dikenal dimana-mana, serta Penggugat dan keluarganya di
3 Rosa Agustina, Hans Nieuwenhuis, dkk. Hukum Perikatan, Pustaka Larasan,
Denpasar, 2012, h. 9.
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masyarakat Adat Toraja tergolong bangsawan strata sosialnya sangat tinggi yaitu
masyarakat Bulawan;. Menurut Penulis hakim menjadi keliru dalam penerapan
hukum yang mendasarkan tuntutan kerugian secara inmateril pada perbuatan
wanprestasi. Penggantian yang dimungkinkan akibat adanya wanprestasi meliputi
biaya, kerugian dan bunga. Dalam wanprestasi tidak mengenal adanya
penggantian kerugian secara inmateril. Seharusnya hakim dalam mengabulkan
ganti kerugian secara inmateri berdasarkan pada perbuatan melawan hukum,
karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada penggugat yang
mengakibatkan penggugat merasa sangat dipermalukan sehingga mendapat respon
negatif dari pergaulan sosial, penggugat tidak tentram bahkan mengalami tekanan
psikis adalah bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku
di lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.
B. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Makassar
Nomor:146/PDT/2015/PT.MKS
1. Pertimbangan Hakim
Menimbang bahwa persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan
Tergugat II adalah terkait tidak jadinya sebuah pernikahan yang sudah ditentukan
yaitu tanggal 22 Pebruari 2014 sementara proses pelamaran, pembentukan panitia
dan persiapan persiapan serta biaya-biaya telah dikeluarkan seperti yang
didalilkan dalam posita nomer 5,6,7,8 dan
Menimbang bahwa disamping dalil tersebut diatas penggugat juga
mendalilkan pada posita nomer 12, dan 13 yang pada pokoknya bahwa perbuatan
Tergugat I dan Tergugat II yang membatalkan pernikahan antara Penggugat
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dengan Tergugat I adalah perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat
mengalami kerugian baik secara materiil maupun kerugian immaterial.
Menimbang bahwa tergugat menyangkal dengan mendalilkan pada
pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II kembali menegaskan bahwa tergugat
I. tidak pernah membatalkan rencana perkawinan Tergugat I dengan Penggugat
yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2014, tetapi tergugat I
hanya menunda sementara pelaksanaan perkawinan tersebut, karena adanya
ketidak harmonisan antara orang tua dan keluarga kedua belah pihak (jawaban
poin ke 5 angka 2 dan poin 6 huruf a ) ;
Menimbang bahwa terhadap peristiwa tidak jadinya pernikahan tersebut
majelis hakim tingkat pertama berkesimpulan hal tersebut adalah termasuk
wanprestasi, sehingga majelis hakim tingkat pertama mengabulkan petitum pada
garis datar ketiga dan menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat I
yang membatalkan pernikahan adalah perbuatan wanprestasi, akan tetapi akibat
adanya wanprestasi tersebut kemudian dalam mempertimbangkan petitum pada
garis datar kelima majelis hakim tingkat pertama mengabulkan tuntutan gantirugi
atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan maupun ganti rugi immaterial .
Menimbang bahwa wanprestasi adalah cidera janji karena salah satu pihak
tidak memenuhi prestasi dari perikatan yang telah disepakati, sehingga sebelum
terjadi wanprestasi kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu ikatan
hukum atau hubungan hukum. Dengan demikian hak dan kewajiban itu lahir
akibat adanya ikatan hukum yang bersifat kontraktual.
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Menimbang bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum itu ada, tidak
didasarkan adanya hubungan hukum atau ikatan hukum Iebih dahulu tetapi karena
ada perbuatan yang menimbulkan kerugian dan antara perbuatan dan kerugian itu
ada hubungan causalitas. Dengan demikian perbuatan melawan hukum itu lahir
bukan karena adanya sesuatu yang bersifat kontraktual.
Menimbang bahwa perbedaan konsep tersebut diatas membawa
konsekuensi yang berbeda pula pada persoalan penggantian yang dapat dituntut,
artinya baik wanprestasi yang diatur dalam pasal 1239 s/d pasal 1242 BW maupun
perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 BW penggantiannya
berbeda.
Menimbang bahwa penggantian yang dimungkinkan oleh hukum perdata
akibat adanya wanprestasi meliputi : costen, scaden dan interesen artinya biaya
biaya, kerugian dan bunga, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk
rnengganti kerugian .
Menimbang bahwa karena majelis hakim tingkat pertama telah
mengabulkan petitum pada garis datar ketiga dan peristiwa tidak jadinya
pernikahan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi maka
dikabulkannya petitum pada garis datar kelima pada angka kesatu yaitu
penggantian atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan adalah pertimbangan
hukum yang tepat dan benar karena biaya termasuk dalam salah satu rumpun
penggantian pada wanprestasi.
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Menimbang bahwa akan tetapi dikabulkannya petitum pada garis datar
kelima pada angka kedua tentang ganti rugi immateriil adalah kurang tepat sebab
dalam wanprestasi rumpun penggantian yang dimungkinkan adalah costen, scaden
dan interesen, sehingga hukum perdata tidak mengatur adanya penggantian yang
bersifat immateriil untuk wanprestasi dan ganti rugi immaterial itu dikenal dalam
perbuatan rneiawan hukum ;
Menimbang bahwa pengaturan ganti rugi immateriil dalam perbuatan
melawan hukum juga terbatas untuk hal-hal tertentu saja misalnya seperti dalam
pasal 1370 BW yang berkaitan dengan kematian artinya pembunuhan dengan
sengaja atau kematian karena Ialainya orang lain, maka suami atau isteri dan anak
— anak yang ditinggalkan si korban yang lazimnya mendapat nafkah dari
pekerjaan si korban berhak menuntut ganti, rugi yang harus dinilai menurut
kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan ;
Menimbang bahwa selain itu ganti rugi immateriil juga dapat dimintakan
terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan cacat atau Iuka korban
selain dapat menuntut biaya pengobatan juga dapat menuntut penggantian
kerugian yang disebabkan oleh luka dan cacat tersebut penghinaan juga berhak
menuntut untuk memperoleh ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama
baik ( pasal 1371 BW dan 1372 BW ) .
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka ganti
rugi immateriil hanya diperuntukan perbuatan melawan hukum itupun terbatas
untuk hal - hal kematian, luka atau cacat maupun penghinaan, sehingga untuk
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pernikahan yang tidak jadi dilaksanakan, hukum perdata belum mengatur tuntutan
ganti rugi immateriil.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas apabila peristiwa tidak jadi adanya pernikahan itu dikualifisir sebagai
perbuatan wanprestasi maka penjatuhan hukuman untuk membayar ganti rugi
immateriil adalah argumentasi hukum yang tidak konsisten karena perbuatannya
dikualifisir wanprestasi tetapi hukuman yang dijatuhkan adalah untuk perbuatan
melawan hukum, oleh karenanya menurut majelis hakim tingkat banding putusan
pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai ganti rugi immateriil tersebut
tidak dapat dipertahankan dan terhadap petitum pada garis datar kelima pada
angka 2 dari gugatan penggugat haruslah ditolak.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas
maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 82/Pdt.G/2014/PN:Mks.
tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat
dipertahankan lagi khususnya sepanjang mengenai “petitum yang berisi tuntutan
ganti rugi immateriil", oleh karenanya putusan yang mengabulkan petitum pada
garis datar kelima pada angka 2 haruslah dibatalkan sedangkan mengenai
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama selain dan selebihnya,
menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat oleh karenanya perlu diambil
alih dan dikuatkan serta dimuat lagi dalam amar dan selanjutnya  Pengadilan
Tinggi akan mengadili sendiri, yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar
putusan dibawah ini .
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2. Amar Putusan
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding / Tergugat
I dan Tergugat II
- Mernbatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
82/Pdt.G/2014/PN.Mks. tanggal 22 Desember 2014 yang dimohonkan
banding tersebut sepanjang mengenai "petitum yang berisi tuntutan ganti
rugi immateriil".
- Menguatkan amar putusan selain dan selebihnya
DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I yang
membatalkan pernikahan yang telah disepakati oleh Penggugat pada
tanggal 22 Pebruari 2014 adalah perbuatan cidera janji ( wanprestasi).
3. Menyatakan bahwa segala tuntutan hukum dari pihak yang merasa
dirugikan dalam hal ini pemilik Clarion Hotel Makassar dan Salon
adalah tanggung jawab Tergugat I dan II .
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi
secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, berupa Ganti rugi atas
seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam
rangka mempersiapkan segala sesuatunya menuju pernikahan tanggal 22
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Pebruari 2014 yang secara Riil dikeluarkan berdasarkan nota-nota
sebesar Rp.35.070.000,-( tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu rupiah )
5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;
3. Komentar Penulis
Amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 15 Desember 2014 No.
82/PDT.G/2014/PN.MKS mengenai petitum yang berisi ganti rugi secara
inmateril.
Dasar pertimbangan hakim bahwa penggantian yang dimungkinkan oleh
hukum perdata akibat adanya wanprestasi meliputi biaya, kerugian dan bunga,
sedangkan dalam perbuatan melawan hukum mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk rnengganti kerugian.
Menurut penulis dalam hal ini sependapat dengan pertimbangan hakim
jika dikatakan tuntutan kerugian secara inmateril hanya dapat dijatuhkan pada
Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat
bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di lalu lintas
masyarakat. Namun menurut penulis hakim pengadilan tinggi masih keliru jika
perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat yang mengakibatkan
kerugian secara materil didasarkan pada wanprestasi. Perbuatan yang dilakukan
oleh Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat
telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Menurut Arrest 1919
dapat disimpulkan bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan sesuatu perbuatan
melawan hukum jika;
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1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di lalu lintas masyarakat
terhadap diri atau barang orang lain.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka penulis
menarik sebuah kesimpulan, bahwa:
1. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Selatan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat
merupakan wanprestasi/cedera janji berdasarkan pada Pasal 1320
KUHPerdata. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut dikatakan ingkar
janji karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang membatalkan
perkawinan secara sepihak bahwa janji kawin yang dilakukan oleh
Tergugat merupakan sebuah perjanjian.
2. Dasar hukum tuntutan kerugian secara inmateril hakim Pengadilan Negeri
Makassar menggunakan tolak ukur bahwa penggugat adalah seorang
dokter yang telah dikenal dimana-mana, serta Penggugat dan keluarganya
merupakan orang terpandang dalam Adat Tanah Toraja. Hal ini yang
mendasari hakim Pengadilan Negeri Makassar menghukum Tergugat
untuk membayar kerugian secara inmateril yang berdasarkan pada
perbuatan wanprestasi. Sedangkan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi
Selatan berpendapat bahwa tuntutan kerugian secara inmateril tidak dapat
dikabulkan dalam konteks wanprestasi karena ganti kerugian dalam
wanprestasi hanya meliputi biaya, kerugian dan bunga. Tuntutan kerugian
secara inmateril hanya dapat dikabulkan dalam konteks Perbuatan
Melawan Hukum.
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B. Saran
1. Menurut Penulis Putusan Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan
Tinggi Sulawesi Selatan yang mendasarkan pada wanprestasi itu tidak
benar. Seharusnya hakim mendasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata
tentang Perbuatan Melawan Hukum karena tidak terpenuhinya janji kawin
tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat.
Tidak terpenuhinya janji kawin dalam Putusan Mahkamah Agung nomor
3277/K/Pdt/2000 yang berpatokan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 3191 K/Pdt/1987 menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum,
hal ini dilandasi penemuan hukum oleh hakim ketika janji kawin  belum
diatur oleh undang-undang melalui Yurisprudensi yang berlandaskan pada
Arrest Hoge Raad 1919 tentang perbuatan melawan hukum.
2. Janji kawin sebaiknya diatur lebih jelas dalam Undang-Undang
Perkawinan. Karena Undang-Undang Perkawinan dianggap sebagai
peraturan tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia.
aturan tersebut harus lebih jelas mengenai pengertian dari janji kawin itu
sendiri, batasan, dan yang paling penting adalah akibat hukum atas
kesepakatan yang dilakukan sebelum perkawinan, sehingga diharapkan
orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum dengan dasar
yang jelas dan juga dapat mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan.
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